Karakteristik Unik Koperasi Simpan Pinjam: Menavigasi Manajemen Investasi,

Risiko, dan Pertanggungjawaban dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Pendahuluan: Mendefinisikan Ulang Koperasi Simpan Pinjam di Era Modern

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Indonesia menempati posisi yang unik dan sering kali
penuh dialektika dalam lanskap perekonomian nasional. Di satu sisi, KSP adalah
manifestasi dari amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945,
yang dipandang sebagai soko guru perekonomian yang berlandaskan asas kekeluargaan
dan demokrasi ekonomi, merupakan gerakan ekonomi rakyat yang bertujuan utama
untuk menyejahterakan anggotanya, bukan semata-mata mencari keuntungan. Namun
di sisi lain, KSP adalah sebuah badan usaha yang beroperasi di tengah ekosistem
keuangan yang kompetitif, yang menuntut profesionalisme, efisiensi, dan tata kelola yang

kuat layaknya lembaga keuangan modern.

Dialektika ini menjadi semakin tajam dalam beberapa tahun terakhir. Serangkaian kasus
gagal bayar yang menimpa beberapa KSP besar telah menjadi sorotan publik dan
regulator, mengungkap adanya kesenjangan regulasi dan kelemahan pengawasan.
Banyak KSP ditemukan beroperasi melampaui mandatnya, menghimpun dana dari
masyarakat luas yang bukan anggota (investor) dengan iming-iming imbal hasil tinggi,
yang pada praktiknya lebih menyerupai skema investasi daripada kegiatan simpan
pinjam koperasi. Praktik ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial yang masif bagi
masyarakat, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap citra koperasi secara

keseluruhan.



Kegagalan ini memicu lahirnya kerangka regulasi baru, terutama melalui Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(UU P2SK), yang menandai era baru dalam pengawasan dan tata kelola KSP, khususnya

bagi yang beroperasi secara open loop.

Krisis yang terjadi bukanlah sekadar insiden kegagalan manajemen atau penipuan
(fraud) semata, melainkan merupakan gejala dari sebuah krisis identitas fundamental
yang lebih dalam. KSP sering kali terperangkap dalam ambiguitas operasional: apakah
mereka adalah lembaga sosial yang berfokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan
anggota, atau sebuah mesin finansial yang dituntut untuk menghasilkan imbal hasil
setinggi-tingginya? Ambiguitas inilah yang sering kali dieksploitasi, menciptakan model
bisnis yang tidak berkelanjutan dan pada akhirnya memicu risiko sistemik. Ketika sebuah
KSP mulai menyimpang dari prinsip "dari, oleh, dan untuk anggota" 6 dan
memprioritaskan penghimpunan dana dari "investor" eksternal, fondasi filosofisnya mulai

retak, dan pintu bagi praktik manajemen yang tidak sehat pun terbuka lebar.

Laporan ini bertujuan untuk mengurai ambiguitas tersebut secara sistematis. Analisis ini
akan membedah anatomi KSP untuk memahami karakteristik unik yang
membedakannya dari lembaga keuangan lain. Selanjutnya, laporan ini akan menyelami
dua area paling kritis yang sering menjadi sumber masalah: manajemen investasi dan

manajemen risiko.



Anatomi Koperasi Simpan Pinj:n?:bDlL:Jalisme Peran dan Karakteristik
Fundamental
Untuk memahami secara mendalam implikasi manajemen investasi dan risiko pada KSP,
pertama-tama kita harus membedah anatomi fundamentalnya. Karakteristik unik KSP,
yang berakar pada filosofi dan landasan hukumnya, menciptakan sebuah model

operasional yang secara inheren berbeda dari entitas keuangan lainnya seperti

perbankan.

1.1. Landasan Filosofis dan Yuridis: Asas Kekeluargaan vs. Entitas Bisnis

Secara yuridis, Koperasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
1992 tentang Perkoperasian. Undang-undang ini mendefinisikan koperasi sebagai
"badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan
melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan". Definisi ini mengandung
dualisme yang menjadi inti dari karakteristik KSP yang merupakan adalah badan usaha
yang harus beroperasi secara efisien untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sekaligus

gerakan ekonomi rakyat yang mengedepankan asas kekeluargaan dan gotong royong

Asas kekeluargaan ini bukan sekadar slogan, melainkan termanifestasi dalam prinsip-
prinsip operasional koperasi, seperti keanggotaan yang bersifat sukarela dan terbuka,
pengelolaan secara demokratis, dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil.
Pengelolaan demokratis, yang diwujudkan melalui mekanisme "satu anggota, satu suara”
dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT), menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan

anggota, bukan di tangan pemilik modal mayoritas seperti pada perseroan terbatas.



Namun, dualisme ini juga menciptakan sebuah kerentanan tata kelola bawaan. Prinsip
demokrasi dan asas kekeluargaan, yang menjadi kekuatan sosial koperasi, dapat
menjadi kelemahan manajerial jika tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang
memadai di tingkat anggota. Kekuasaan tertinggi yang berada di tangan anggota 10
hanya akan efektif jika anggota mampu memahami dan mengkritisi laporan
pertanggungjawaban pengurus, termasuk di dalamnya analisis kinerja keuangan, strategi
investasi, dan profil risiko. Banyaknya kasus gagal bayar yang disebabkan oleh
manajemen yang tidak efektif dan pengawasan yang lemah 4 secara tidak langsung
menunjukkan bahwa anggota, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sering kali tidak
memiliki kapasitas atau alat yang memadai untuk menjalankan fungsi pengawasan
tersebut secara optimal. Dengan demikian, karakteristik "demokrasi anggota” yang unik
ini justru dapat menjadi titik lemah jika tidak didukung oleh program edukasi anggota yang

sistematis dan berkelanjutan.12

1.2. Struktur Permodalan Unik: Dari Simpanan Wajib hingga Modal Penyertaan

Struktur permodalan KSP secara fundamental berbeda dari lembaga keuangan lain dan
mencerminkan prinsip kepemilikan bersama. Sumber modal utamanya berasal dari

anggota itu sendiri, yang terdiri dari 3:

« Simpanan Pokok: Sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan
oleh anggota pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali
selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

e Simpanan Wajib: Jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, yang wajib

dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.



« Simpanan Sukarela/Tabungan: Simpanan yang besarnya tidak ditentukan dan

dapat disetor atau ditarik kapan saja oleh anggota.

Selain dari simpanan anggota, modal KSP juga dapat berasal dari 3:

« Dana Cadangan: Sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang tidak dibagikan
kepada anggota dan disisihkan untuk memupuk modal sendiri serta menutupi
risiko kerugian.

e Hibah: Dana bantuan atau sumbangan yang tidak mengikat.

« Modal Pinjaman: Pinjaman yang berasal dari anggota lain, koperasi lain, bank,
atau lembaga keuangan lainnya.

« Modal Penyertaan: Instrumen ini sering menjadi sumber kerancuan dan masalah.
Menurut peraturan, modal penyertaan adalah investasi dari pihak luar (non-
anggota atau anggota dengan status khusus) yang memiliki karakteristik utang,
bukan ekuitas. Artinya, pemilik modal penyertaan tidak memiliki hak suara dan
pengembaliannya bersifat tetap (bunga/bagi hasil) serta memiliki jangka waktu
tertentu, terlepas dari perolehan SHU koperasi.14 Kesalahpahaman dalam
mengelola modal penyertaan sering kali menjadi pintu masuk praktik investasi

berisiko tinggi di KSP.

1.3. Pembeda Utama dengan Perbankan: Fokus pada Anggota, Pembagian SHU,

dan Implikasi Pajak



Perbedaan antara KSP dan bank komersial sangat mendasar dan dapat dilihat dari

berbagai aspek. Pemahaman akan perbedaan ini krusial untuk mengerti mengapa

pendekatan manajemen investasi dan risiko di KSP harus berbeda.

Tabel 1.1: Perbandingan Karakteristik Fundamental KSP vs. Bank Komersial

Aspek Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Bank Komersial

Mensejahterakan anggota melalui|Memaksimalkan keuntungan (profit
Tujuan

penyediaan layanan keuangan|maximization) untuk pemegang
Pendirian

yang terjangkau dan adil. saham.

"Anggota adalah pemilik sekaligus|"Pemilik (pemegang saham) dan

pengguna jasa (member-owner-|pengguna jasa (nasabah) adalah
Pemilik &

user).15 Untuk menikmati layanan,|dua entitas yang terpisah.
Pengguna

seseorang harus menjadi anggota.||[Masyarakat umum dapat menjadi

" nasabah tanpa menjadi pemilik."

Keuntungan disebut Sisa Hasil

Usaha (SHU) dan dibagikan|Keuntungan dibagikan kepada
Pembagian kepada anggota secara adil|pemegang saham dalam bentuk
Keuntungan |berdasarkan partisipasi (jasa|/dividen. Nasabah hanya menerima

usaha) dan modal (simpanan)|bunga atas simpanan.

mereka.
Pengambilan |"Demokratis, berdasarkan prinsip|Berdasarkan proporsi kepemilikan
Keputusan ""satu anggota, satu suara" dalam|saham dalam Rapat Umum




Aspek

Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Bank Komersial

Struktur Biaya

Rapat Anggota Tahunan (RAT)|Pemegang Saham (RUPS).

sebagai pemegang kekuasaan|Pemegang saham  mayoritas

tertinggi.” memiliki suara dominan.
"Berorientasi pasar, dengan

Cenderung menawarkan bunga
pinjaman lebih rendah dan bunga

simpanan lebih tinggi bagi anggota.

spread (selisih bunga simpanan

dan pinjaman) yang lebih lebar

loop diawasi oleh Otoritas Jasa

Keuangan (OJK)."

& Bunga untuk menghasilkan laba.
Biaya administrasi minimal atau
Membebankan berbagai biaya
tidak ada.
administrasi.”
"Pajak bunga simpanan anggota
Pajak atas "Pajak bunga deposito nasabah
lebih rendah, yaitu 10%
Bunga lebih tinggi, yaitu 20%."
(sebelumnya 15%)."
"Secara historis oleh Kementerian|"Diawasi secara ketat oleh Otoritas
Koperasi dan UKM. Kini, KSP open|Jasa Keuangan (OJK) dan Bank
Pengawasan

Indonesia (BIl), dengan Lembaga

Penjamin Simpanan (LPS)."

1.4. Koperasi Closed Loop vs. Open Loop: Implikasi pada Regulasi dan Risiko

Salah satu perkembangan terpenting dalam pemahaman KSP modern adalah

pembedaan antara model bisnis closed loop dan open loop.




e KSP Closed Loop: Model ini adalah bentuk KSP yang paling murni dan ideal.
Koperasi hanya menghimpun dana dari anggotanya dan menyalurkan pinjaman
secara eksklusif kepada anggotanya. Risiko yang dihadapi relatif terkendali
karena ekosistemnya tertutup dan berbasis pada komunitas yang saling
mengenal.

e KSP Open Loop: Model ini adalah KSP yang berinteraksi dengan non-anggota.
Praktiknya bisa berupa penghimpunan dana dari masyarakat umum (yang
diperlakukan sebagai "investor") atau memberikan pinjaman kepada non-anggota.
KSP open loop memiliki profil risiko yang jauh lebih tinggi karena terekspos pada
dinamika pasar yang lebih luas dan tidak lagi terikat oleh modal sosial komunitas

anggota.

Kasus-kasus gagal bayar besar yang terjadi di Indonesia mayoritas melibatkan KSP yang
beroperasi dengan model open loop Menyadari risiko sistemik ini, UU P2SK secara tegas
mengkategorikan KSP yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan (termasuk KSP
open loop) untuk diawasi oleh OJK, efektif mulai Januari 2025 Langkah ini bertujuan
untuk menerapkan standar tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen
yang setara dengan lembaga keuangan lainnya, sekaligus mengakhiri ambiguitas

regulasi yang selama ini terjadi.



Manajemen Investasi dalam Kope?aagi):intara Kesejahteraan Anggota dan
Pertumbuhan Aset
Manajemen investasi dalam konteks KSP adalah area yang sarat dengan potensi konflik
kepentingan dan risiko. Berbeda dengan lembaga keuangan komersial yang memiliki
tujuan tunggal memaksimalkan imbal hasil, KSP harus menyeimbangkan antara mandat

sosial untuk melayani anggota dan kebutuhan untuk menjaga kesehatan finansial serta

menumbuhkan aset secara berkelanjutan.

2.1. Tujuan Investasi KSP: Produktivitas untuk Anggota vs. Return on Asset

Tujuan utama kegiatan usaha KSP adalah menghimpun dana dari anggota untuk
kemudian disalurkan kembali kepada anggota yang membutuhkan dalam bentuk
pinjaman, baik untuk tujuan produktif maupun konsumtif yang menunjang
kesejahteraan.18 Dengan demikian, "investasi" utama dan paling ideal bagi sebuah KSP
adalah investasi pada anggotanya sendiri melalui portofolio pinjaman yang sehat dan
produktif. Keberhasilan KSP diukur dari seberapa besar manfaat ekonomi yang dapat

diciptakan bagi anggotanya, bukan semata-mata dari tingginya Return on Asset (ROA).2

Namun, dalam praktiknya, KSP sering kali dihadapkan pada situasi kelebihan likuiditas
atau godaan untuk mencari imbal hasil yang lebih tinggi daripada yang bisa didapat dari
pinjaman anggota. Di sinilah konflik mulai muncul. Pengurus mungkin mulai melihat dana
yang terkumpul bukan sebagai amanah untuk dikelola demi anggota, melainkan sebagai
modal yang harus diputar di instrumen-instrumen investasi eksternal untuk mendongkrak
SHU Pergeseran fokus ini, dari pelayanan anggota menjadi pengejaran imbal hasil,

adalah titik awal dari banyak masalah yang menjerat KSP.



2.2. Instrumen dan Penempatan Dana yang Diperbolehkan: Analisis Regulasi

Regulasi koperasi memberikan panduan mengenai bagaimana KSP dapat mengelola
kelebihan dananya. Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (misalnya
Permenkop No. 13/2015 yang kemudian diperbarui) mengakui adanya Investasi Jangka
Panjang sebagai salah satu pos dalam Aset Tidak Lancar.15 Investasi ini didefinisikan
sebagai penempatan dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun yang tidak mudah

dicairkan, seperti:

o Penyertaan modal pada koperasi sekunder.
e Investasi pada koperasi lain.

e Penyertaan pada badan usaha lain.

Beberapa pedoman yang lebih lama, seperti Kepmen No. 96/2004, bahkan menyebutkan
opsi penempatan kelebihan dana pada instrumen pasar modal seperti saham dan
obligasi.19 Namun, penting untuk dicatat bahwa kegiatan investasi ini harus dilakukan
dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi dan tidak boleh menjadi kegiatan utama yang

mengalahkan bisnis inti simpan pinjam kepada anggota.

Untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), batasan investasi
menjadi lebih ketat. Seluruh penempatan dana harus sesuai dengan prinsip syariah dan

terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi/judi), dan riba (bunga).20

Larangan KSP, terutama yang beroperasi secara closed-loop, untuk berinvestasi secara
agresif di luar ekosistem anggotanya bukanlah sekadar batasan birokratis. Ini adalah

sebuah mekanisme perlindungan identitas yang fundamental. Aturan ini secara inheren



memaksa KSP untuk tetap fokus pada kompetensi intinya, yaitu memahami dan melayani
kebutuhan finansial anggotanya. Ketika sebuah KSP mulai memprioritaskan perburuan
imbal hasil dari investasi eksternal di atas penyaluran pinjaman kepada anggota, KSP
mulai mengalami mission drift atau pergeseran misi yang bergerak dari lembaga
pemberdayaan menjadi lembaga spekulatif. Pembatasan investasi ini berfungsi sebagai
"pagar" yang menjaga KSP agar tidak kehilangan jati dirinya dan terjerumus ke dalam
risiko yang tidak dapat dikelolanya. Pelanggaran terhadap batasan ini sering kali

merupakan gejala awal dari tata kelola yang buruk dan potensi krisis di masa depan.

2.3. Studi Kasus: Praktik Investasi Berisiko dan llegal

Sejarah KSP di Indonesia diwarnai oleh berbagai kasus di mana KSP disalahgunakan

sebagai kedok untuk praktik investasi ilegal. Modus operandinya sering kali serupa:

e Menawarkan Produk Investasi: KSP menciptakan produk yang dinamai
"simpanan berjangka" atau sejenisnya, namun dengan karakteristik investasi,
seperti janji imbal hasil (bunga) yang sangat tinggi dan tidak wajar, jauh di atas
suku bunga pasar.

« Menargetkan Non-Anggota: Produk ini secara masif ditawarkan kepada
masyarakat umum yang tidak memiliki status keanggotaan di KSP tersebut.
Mereka diperlakukan sebagai "investor”, bukan anggota.

e« Pengelolaan Dana yang Tidak Transparan: Dana yang terhimpun dari para
"investor" ini sering kali tidak dikelola sesuai prinsip koperasi, melainkan
diinvestasikan pada aset-aset berisiko tinggi atau bahkan digunakan untuk

kepentingan pribadi pengurus (skema Ponzi).



« Wanprestasi dan Gagal Bayar: Ketika investasi tersebut gagal atau dana habis
untuk membayar "bunga" kepada investor lama, KSP mengalami gagal bayar
(wanprestasi), tidak mampu mengembalikan dana pokok investor yang jatuh

tempo.

Kasus-kasus seperti KSP Indosurya, KSP Sejahtera Bersama, dan lainnya adalah contoh
nyata bagaimana penyimpangan dari prinsip dasar koperasi dan penyalahgunaan fungsi

investasi dapat berujung pada bencana finansial dan krisis kepercayaan yang meluas.

2.4. Pelaporan Aktivitas Investasi dalam Laporan Keuangan untuk RAT

Transparansi mengenai aktivitas investasi adalah kunci akuntabilitas pengurus kepada
anggota dalam RAT. Sesuai standar akuntansi, aktivitas investasi harus tercermin

dengan jelas dalam laporan keuangan.

« Neraca (Laporan Posisi Keuangan): Investasi jangka panjang harus disajikan
secara terpisah dalam kelompok Aset Tidak Lancar. Rincian mengenai jenis
investasi (misalnya, penyertaan di Koperasi Sekunder ABC, kepemilikan saham di
PT XYZ) harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).15

e« Laporan Arus Kas: Arus kas yang terkait dengan pembelian dan penjualan
investasi (misalnya, kas keluar untuk membeli obligasi atau kas masuk dari
penjualan penyertaan) harus dilaporkan dalam bagian Arus Kas dari Aktivitas
Investasi.21

o Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK): Bagian ini menjadi sangat penting.

Pengurus wajib mengungkapkan secara detail mengenai 15:



o Rincian setiap jenis investasi jangka panjang.
o Dasar penilaian investasi (misalnya, pada biaya perolehan atau nilai wajar).
o Adanya perjanjian atau komitmen terkait investasi.

o Evaluasi prospek dan risiko yang melekat pada setiap investasi.

Dalam RAT, anggota berhak mempertanyakan setiap pos investasi yang dilaporkan.
Mereka berhak tahu mengapa KSP menempatkan dana pada instrumen tertentu,

bagaimana kinerjanya, dan apa risiko yang mungkin timbul.



Bab 3:
Lanskap Risiko Koperasi Simpan Pinjam: Identifikasi, Mitigasi, dan Kerangka
Regulasi

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan, KSP secara inheren
terekspos pada berbagai jenis risiko. Kemampuan untuk mengidentifikasi, mengukur,
memitigasi, dan memantau risiko-risiko ini adalah faktor penentu utama keberlanjutan

dan kesehatan sebuah KSP.

3.1. Peta Risiko Komprehensif

Mengadopsi kerangka manajemen risiko yang digunakan oleh lembaga keuangan
modern, risiko yang dihadapi KSP dapat dipetakan secara komprehensif. Meskipun bagi
KSP skala kecil beberapa risiko mungkin tidak terlalu signifikan, pengurus dan pengawas

perlu memahami keseluruhan lanskap risiko ini.23

e Risiko Kredit: Ini adalah risiko utama dan paling umum di KSP. Risiko ini timbul
akibat kegagalan peminjam (anggota) untuk memenuhi kewajiban pembayaran
angsuran pinjamannya tepat waktu.25 Kredit macet atau Non-Performing Loan
(NPL) secara langsung menggerus pendapatan dan modal koperasi.27

e Risiko Likuiditas: Risiko akibat ketidakmampuan KSP untuk memenuhi
kewajiban yang jatuh tempo, seperti permintaan penarikan simpanan oleh anggota
dalam jumlah besar secara tiba-tiba, karena dana kas tidak mencukupi.23 Risiko
ini sering kali merupakan akibat dari tingginya risiko kredit.

o Risiko Operasional: Risiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau

kegagalan proses internal, kesalahan manusia (human error), kegagalan sistem



teknologi, atau adanya kejadian eksternal yang mengganggu operasional.23
Contohnya termasuk fraud oleh karyawan, kesalahan pencatatan, atau bencana
alam.

e Risiko Pasar: Risiko yang timbul akibat perubahan kondisi pasar, terutama
fluktuasi suku bunga. Jika KSP memiliki banyak simpanan berjangka dengan
bunga tetap yang tinggi sementara suku bunga pinjaman di pasar turun,
profitabilitasnya bisa tertekan.26

e Risiko Hukum: Risiko yang timbul akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan
aspek yuridis dalam perjanjian (misalnya, perjanjian pinjaman yang tidak kuat),
atau ketiadaan peraturan yang mendukung produk koperasi.26

e Risiko Kepatuhan: Risiko yang muncul karena KSP tidak mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti peraturan dari Kementerian Koperasi,
OJK (untuk KSP open loop), atau peraturan perpajakan, yang dapat berakibat
pada sanksi atau denda.24

e Risiko Strategis: Risiko yang disebabkan oleh ketidaktepatan dalam penetapan
dan pelaksanaan strategi bisnis, atau kurang responsifnya KSP terhadap
perubahan lingkungan eksternal (misalnya, munculnya fintech lending).17

e« Risiko Reputasi: Risiko menurunnya tingkat kepercayaan pemangku
kepentingan (anggota, masyarakat, regulator) akibat persepsi negatif terhadap
KSP, yang sering kali dipicu oleh terjadinya risiko-risiko lain seperti gagal bayar

atau kasus hukum.17

3.2. Strategi Mitigasi Risiko Proaktif



Manajemen risiko yang efektif bukanlah sekadar reaksi terhadap masalah, melainkan

serangkaian tindakan proaktif untuk mencegah dan mengurangi dampak risiko.

Mitigasi Risiko Kredit: Praktik terbaik yang paling umum adalah penerapan

analisis kelayakan kredit yang cermat sebelum pinjaman disetujui. Banyak KSP

mengadopsi prinsip 5C 18:

o

Character (Karakter): Menilai reputasi, integritas, dan riwayat pembayaran
calon peminjam.

Capacity (Kapasitas): Menganalisis kemampuan peminjam untuk
membayar kembali pinjaman dari sumber pendapatannya.

Capital (Modal): Melihat kondisi permodalan atau kekayaan yang dimiliki
peminjam.

Collateral (Agunan): Menilai jaminan yang diserahkan untuk
mengamankan pinjaman.

Condition (Kondisi): Menganalisis kondisi ekonomi makro atau prospek
sektor usaha peminjam. Selain itu, strategi lain termasuk restrukturisasi
pinjaman (rescheduling, restructuring) bagi anggota yang mengalami
kesulitan, pembinaan pasca-pencairan, hingga kebijakan hapus buku untuk

kredit yang benar-benar tidak tertagih.27

Mitigasi Risiko Operasional: Kunci utama mitigasi risiko ini adalah dengan

membangun sistem pengendalian internal yang kuat. Ini mencakup penerapan

prinsip kehati-hatian dalam setiap transaksi, rekrutmen SDM yang kompeten dan

berintegritas, serta implementasi manajemen operasional yang baik

(perencanaan, pengorganisasian, pengawasan).29 Opsi mitigasi umum lainnya



termasuk mengurangi kemungkinan (misalnya, dengan pelatihan SDM), membagi
risiko (misalnya, dengan asuransi), menghindari risiko (tidak meluncurkan produk
yang terlalu kompleks), atau menerima risiko (untuk risiko berdampak kecil).

o Mitigasi Risiko Likuiditas: Strategi utamanya adalah manajemen kas yang baik,
termasuk menyusun anggaran kas (cash budget) untuk memproyeksikan arus kas
masuk dan keluar. KSP juga wajib menjaga rasio aset likuid (kas, simpanan di

bank) pada tingkat yang aman untuk mengantisipasi penarikan dana tak terduga.

Namun, penerapan manajemen risiko yang formal dan profesional ini memunculkan
sebuah tantangan unik bagi KSP. Risiko terbesar bagi KSP mungkin bukanlah murni
finansial, melainkan "Risiko Erosi Asas Kekeluargaan". Ketika KSP tumbuh besar dan
menerapkan prosedur yang "dingin" dan berbasis data, seperti analisis 5C yang ketat
atau prosedur penagihan yang tegas, hal ini dapat berbenturan dengan semangat
kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi landasan filosofisnya. Pengurus sering
kali dihadapkan pada dilema: haruskah mereka menolak pinjaman seorang anggota yang
loyal namun secara data berisiko tinggi (demi menjaga kesehatan KSP), atau
menyetujuinya untuk mempertahankan hubungan baik (menjaga asas kekeluargaan)?
Kegagalan dalam menyeimbangkan antara ketegasan prosedural dan sentuhan personal
yang manusiawi dapat mengalienasi anggota dan merusak modal sosial, yang notabene
merupakan kekuatan utama KSP. Oleh karena itu, KSP yang sukses harus mampu
mengembangkan model manajemen risiko hibrida yang mengintegrasikan standar
profesional dengan kearifan lokal dan pemahaman mendalam terhadap konteks

kehidupan anggotanya.



3.3. Peran Standar Operasional Manajemen (SOM) dalam Pengendalikan Risiko

Standar Operasional Manajemen (SOM) adalah jembatan yang menghubungkan

kebijakan manajemen risiko yang abstrak dengan praktik operasional sehari-hari. SOM

merupakan panduan kerja terstruktur yang menjadi acuan bagi pengurus, pengawas, dan

pengelola dalam menjalankan kegiatan KSP secara konsisten dan terkendali.19

Berdasarkan regulasi (misalnya Kepmen No. 96/2004 atau yang lebih baru seperti

Permenkop No. 8/2023), SOM KSP umumnya mencakup tiga area utama:

SOM Kelembagaan: Mengatur hal-hal terkait organisasi seperti visi-misi, standar
keanggotaan, prosedur pendaftaran dan pemberhentian anggota, serta struktur
organisasi dan uraian tugas.

SOM Usaha: Merinci prosedur teknis kegiatan usaha, terutama simpan pinjam. Ini
mencakup standar pelayanan simpanan, standar jenis dan plafon pinjaman,
persyaratan calon peminjam, prosedur analisis pinjaman (misalnya, penerapan
5C), standar agunan, hingga prosedur penanganan pinjaman bermasalah.19
SOM Keuangan: Menetapkan standar pengelolaan keuangan, seperti
manajemen arus kas, penggunaan kelebihan dana, standar pelaporan keuangan,

dan pengukuran kinerja.19

Dengan adanya SOM yang jelas dan diimplementasikan secara konsisten, KSP dapat

memitigasi sebagian besar risiko operasional dan kredit, karena setiap tindakan telah

memiliki prosedur standar yang dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kehati-

hatian.



3.4. Kewajiban Manajemen Risiko Berdasarkan Regulasi Terbaru

Peraturan terbaru, seperti Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023,
secara eksplisit meningkatkan standar manajemen risiko bagi KSP. Beberapa kewajiban

utamanya antara lain:

o KSP wajib menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen (SOM).

e KSP (terutama yang berskala besar) diwajibkan untuk membentuk komite
manajemen risiko.

o KSP diwajibkan untuk menerapkan sistem pengendalian internal yang kuat untuk

mengawasi operasionalnya.

Untuk KSP yang dikategorikan open loop, kewajiban ini akan semakin diperketat di
bawah pengawasan OJK, yang akan menerapkan standar manajemen risiko yang setara
dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) lainnya sesuai POJK yang berlaku. Ini
menunjukkan pergeseran paradigma, di mana manajemen risiko tidak lagi dianggap
sebagai praktik terbaik (best practice) semata, melainkan sebuah kewajiban hukum (legal

requirement).



Tabel 3.1: Matriks Identifikasi dan Mitigasi Risiko KSP

Jenis Risiko

Penyebab Utama

Indikator Peringatan Dini

(KRI)

Strategi Mitigasi Utama

Pelaporan dalam RAT

Risiko

Kredit

- Analisis kelayakan
yang lemah - Karakter

peminjam buruk

Penurunan kondisi

ekonomi anggota

- Peningkatan rasio NPL

(Kredit Macet)
Peningkatan
restrukturisasi pinjaman

Penurunan kolektibilitas

jumlah

- Penerapan analisis 5C

secara ketat - Kebijakan

agunan jelas

yang

Pembinaan & monitoring

pasca-pinjaman
Restrukturisasi

penagihan aktif

Laporan Kualitas Aset
Produktif (KAP) - Rincian
NPL berdasarkan sektor &
umur - Laporan Cadangan

Penghapusan Piutang

Risiko

Likuiditas

- Tingginya kredit macet
- Penarikan simpanan
besar-besaran (rush) -
Mismatch jatuh tempo

aset & liabilitas

- Penurunan

rasio kas

(cash ratio) - Kesulitan

memenuhi

penarikan

permintaan

- Menyusun Anggaran Kas

- Menjaga Aset Likuid

pada level aman -

Diversifikasi sumber

- Laporan Arus Kas -
Analisis Rasio Likuiditas
(misal: Current Ratio, Cash
Ratio) - Proyeksi likuiditas

untuk tahun berikutnya




Indikator Peringatan Dini

Jenis Risiko Penyebab Utama Strategi Mitigasi Utama Pelaporan dalam RAT
(KRI)
Ketergantungan pada|pendanaan - Membangun
pinjaman antar-koperasi |fasilitas standby line
- Laporan hasil
- Implementasi SOM &
- Peningkatan temuan pengawasan oleh
- Pengendalian internal SOP yang ketat -
audit internal - Tingginya Pengawas - Penjelasan
lemah - Human error Pemisahan tugas
Risiko angka selisih kas - mengenai kasus fraud atau
atau fraud - Kegagalan (segregation of duties) -
Operasional Keluhan anggota terkait kerugian operasional (jika
sistem IT - Prosedur Audit internal & eksternal
pelayanan -  System ada) - Rencana perbaikan

tidak standar

downtime yang sering

rutin - Pelatihan SDM &

investasi teknologi

sistem pengendalian

internal

Risiko

Kepatuhan

- Ketidaktahuan
terhadap regulasi baru -
Kelalaian dalam

pelaporan - Sengaja

- Teguran dari
dinas/regulator -

Keterlambatan

- Menunjuk fungsi/petugas
kepatuhan - Mengikuti
sosialisasi peraturan baru -

Melakukan self-

Pernyataan kepatuhan
terhadap peraturan dalam
laporan Pengurus -

Penjelasan sanksi yang




Jenis Risiko

Penyebab Utama

Indikator Peringatan Dini

(KRI)

Strategi Mitigasi Utama Pelaporan dalam RAT

melanggar aturan
(misal: praktik open loop

ilegal)

penyampaian laporan -

Denda atau sanksi hukum

assessment  kepatuhan|diterima (jika ada) dan

secara berkala tindak lanjutnya
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